
BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURANBUPATIREJANGLEBONG 
NOMOR ~8 TAHON 2019 

TENTANG 

PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAlGT UMUM DAERAH CURUP J<ABUPATEN REJANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa berdasa:rkan keten tuan Pasal 86 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat 
melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan 
kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman 
dengan pibak lain; 

b. bahwa dalam r.angka roemberikan fieksibilitas dalam 
pengelolaan pinjaman sebagai bagian dari pengelolaan 
keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur 
pengelolaan utang/pinjaman Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten 
Rejang Lebong; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman 
Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



• 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 ten.tang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemer.intah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan .Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedomam Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 
1425); 
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Menetapkan 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.05/2009 
tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan 
Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 77); 

15. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 teJ1tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 
133); 

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Nomor 9). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATJ TENT ANG PENGELOLAAN 
UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG 

BAB J 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l . Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
4. Rumah Sakit Umurn Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD ada1ah 

Rumah Sakit Umum Daerah Curup Pernerintah Kabupaten Rejang Lebong 
yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah secara penuh. 

5 . Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut 
Direktur adalah pimpinan BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong. 
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Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit 
Kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD 
adaJah pola pengelolaan keuangan yang memberikan lleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

8. Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
utang/pinjamao adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali. 

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan 
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan 
kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka mernajukan 
kesejahteraan urnum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

10. Perjanjian utang/pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang 
dipersamakan yang memuat kesepakatan rnengenai utang/pinjaman antara 
BLUD dengan pemberi pinjaman. 

11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi 
program, kegiata.n, target kinerja dan anggaran BLUD. 

12. Kegiatan operasional adalah kegiatan yang mencakup seluruh kegiatan 
pada BLUD untuk menjaJankan tugas dan fungsinya. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan 
pedoman bagi BLUD RSUD untuk melakukan utang/pinjaman dari pihak 
lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur 
pelaksanaan utang/pinjaman RSUD dari pihak lain sebagai wujud 
kewenangan RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

BAB Ill 
RUANO LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. prinsip-prinsip utang/pinjaman; 
b. kebijakan utang/pinjaman; 
c. persyaratan utang/pinjaman; 
d. pelaksanaan utang/pinjamao; 
e. pembayaran utang/pinjaman; 
f. penatausahaan utang/pinjaman; 
g. monitoring dan evaluasi; dan 
h. pelaporan utang/pinjaman. 
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BAB IV 
PRTNSIP-PRINSIP UTANG/PINJAMAN 

Pasal 4 

Utang/pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prins.ip sebagai berikut: 
a. taat pada peraturan perundang-undangan; 
b. transparan; 
c. akuntabel; 
d. efisien dan efektif; dan 
e. kehati-hatian. 

BABV 
KEBIJAKAN UTANG/PINJAMAN 

Pasal 5 

(I) BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan 
kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak Jain. 

(2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa 
utang/pinjamanjangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang. 

(3) Utang/pinjaman sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan 
diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung 
jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. 

Pasal 6 

(I ) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 
(satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang 
diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang 
tersed.ia d.itambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah 
pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang 
harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan . 

Pasal 7 

(1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 
(satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman 
tersebut Jebih dari I (satu) tahun anggaran. 

(2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) 
hanya untuk pengeluaran belanja modal. 

(3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang 
meliputi pokok utang/pinjaman, bw1ga dan biaya lain yang harus dilunasi 
pada tahun anggaran beriku tnya sesuai dengan persyaratan perjanjian 
utang/pinjaman yang bersangkutan. 

(4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman ja.ngka panjang sesuai dengan 
ketenO:uan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

(I) Utang /pinjaman dapat bersumber dari: 
a. lembaga keuangan bank; 
b . lembaga keuangan bukan bank; dan 
c. masyarakat. 
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(2) BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman yang bersumber dari 
Pernerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui 
Pemerintah Daerah. 

(3) BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman yang bersumber dari pihak 
Juar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah, 

Pasal 9 

(I) BLUD RSUD dilarang memberikan jaminan atas utang/pinjaman pihak lain. 
(2) Pendapatan BLUD RSUD dan/atau barang milik daerah tidak dapat 

dijadikan jaminan utang/ pinjaman, 

BAB VI 
PERSYARATAN UTANG/PINJAMAN 

Pasal 10 

(1) DaJam melakukan utang/pinjaman, BLUD RSUD wajib memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. besaranjumlah utang/pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (lima 

puluh persen) dari jurnlah penerimaan tahun sebelumnya; 
b. apabila BLUD RSUD akan mengajukan kembali utang/ pinjaman tetapi 

utang/pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah 
utang/pinjaman yang diizinkan sebesar sisa utang/pinjaman 
sebelumnya ditambahjumlah utang/ pinjarnan baru tidak melebihi 50% 
(lima puluh persen) dari jumlah penerimaan BLUD RSUD tahun 
sebelumnya; dan 

c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 
perjanjian utang/pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 
haJ pinjaman diajukan kepada Pemerintah, BLUD RSUD juga wajib 
memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian 
pinjaman yang bersumber dari Pemerintah. 

BAB VII 
PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN 

Pasal 11 

(1) Direktur mengajukan usulan utang/pinjaman kepada calon pemberi 
utang/pinjaman. 

(2) BLUD RSUD mernilih ketentuan dan persyaratan pemberi utang/pinjaman 
yang paling menguntungkan BLUD RSUD. 

(3) Setiap usulan utang/pinjaman terlebih dahulu harus mendapat persetujuan 
tertulis dari Bupati, 

(4) Usulan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
dilengkapi dengan rencana penggunaan utang/pinjaman, 

Pasal 12 

(1) Utang/pinjaman dilaksanakan berdasarkan perjanjian/kesepakatan 
bersama antara pemberi utang/pinjaman dengan BLUD RSUD sebagai 
penerima utang/pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian 
utang/pinjaman. 

(2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi utang/pinjaman. 
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(3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 
a. identitas para pihak; 
b. hak dan kewajiban para pihak; 
c . besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf; 
d. jangka waktu perjanjian; 
e. peruntukan pinjaman; 
f. penyelesaian sengketa; 
g. force majeure; dan 
h . ketentuan lain yang diperlukan. 

Pasal 13 

Seluruh penerimaan dan pengeluaran atas utang/pinjaman dicantumkan dalam 
RBA dan laporan keuangan BLUD RSUD. 

Pasal 14 

Setiap penerimaan utang/pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening 
BLUDRSUD. 

BAB vnr 
PEMBAYARAN UTANG/PINJAMAN 

Pasal 15 

(1) Pembayaran kembali utang/pinjaman menjadi tanggungjawab BLUD RSUD. 
(2) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman yang telah 

jatuh tempo. 
(3) Direktur dapat melakukan perlampauan pembayaran bunga dan pokok 

sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam 
RBA. 

(4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang/pinjaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam RBA. 

BAB IX 
PENATAUSAHAAN UTANG/PINJAMAN 

Pasal 16 

(1) Penatausahaan utang/pinjaman dilaksanakan oleh pejabat keuangan BLUD 
RSUD, 

(2) Ketentuan mengenai 
dimaksud pada ayat 
perundang-undangan. 

penatausahaan utang/pinjaman sebagaimana 
(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

BABX 
MONITORING DAN EVALUASJ 

Pasal 17 

(1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan 
utang/pinjaman. 

(2) Dalam hal terdapat keterlambatan penyelesaian kegiatan dan/atau adanya 
permasalahan dalam pengelolaan utang/pinjaman, Direktur RSUD 
mengambil langkah-langkah penyelesaian. 

(3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari 
utang/pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran 
dan/ atau standar kinerja yang telah ditetapkan. 

7 



 

BAB XI 
PELAPORAN UTANG/PINJAMAN 

Pasal 18 

(1) Pejabat keuangan BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada 
Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang 
timbul akibat utang/pinjaman. 

(2) Pejabat teknis BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada 
pemimpin BLUD RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai 
utang/pinjaman. 

(3) Laporan bu Ian an sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dan ayat (2) 
disampaikan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas BLUD RSUD. 

BAB XU 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 
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Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal 'll:! ~-km b,!r 2019 

BUPATI REJANG LEBONG, 
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HIJAZ 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal J<J Stp-Femb~r 2019 

SDAERAH 
EJANG LEBONG ,----=======-:-?-=====:="ii 
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H. R. A. DENNI 

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR S'/5 
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